
LEMBAFHN DAERAH KABUPATEII KERINICI
TAltuN 2008 NOMOR 5

\
PERATUFAN DAERAH KABTJPATEIT KERINCI

]I{OMOR 5 TAHUN 2OoB

TET{TANG

ORGANISAS|I LEMBAGA TEKNIS DAERAH, ORGANISASI I(ECAMATAIU
DAil KELURAHAN KABUPATEI{ KERINCI

DEilGAN RAHMAT TI.IHAN YANG MAHA ESA

.) EUPATI KERTNCT,

l{enlmbang i
a' bahwa lembaga teknis ctaemh merupakan unsur pcrrdukung tugas tlupag clalarn rasgv,amelaksanakan penyusunan dan pelaksanaarr kebfakan oaeratiyarij oersi'raispesinr<;b' bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerlntah Nomor 4l Tahun 2007 tent,angOrganisasl Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan rlan Kelurahan yang

diatur dalam Peraturan Daerah Nontor 2 Tahun 2004 sudah Udak sesual tagi oengan kondlsisaat ini, sehingga perlu diganti;
c' bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan Suruf b 6rerlumembentuk Peraturan Daerah tentang organlsasi Lembaga Teknls Daerah, Kecamatan dan

Fielurahan Kabupaten Kerinci;

Mengingat:
1' Undang"Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undarng-tJndang DaruratNomor 21 Tahun. 195J tentang Pengubahan ttndang-Urrdang tttomoi rz i"ahun rgS6tcntang Pembcntukan Daeralr, swatantra Tlngkat II Dolanr ttn{kungan Daeroh Swataptla

Tingkat I sumatera rglgg,n sebasal unoansJndans G;uui;.-G;;; n"pijtrir.Indonrxia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind6netia hjorno, 1648);

2. undarrg-undang Nonror l0 Talrun 2004 tentarrg pcmbentukan
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43g9);

3. Undang,-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerihLiahan Daerah (Lembaran Negar.a
Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nepuUtif
Indonesia Nomor 4437) rsebagalmana telah diubah dengan Undang-Unda-ng Nomor g
Thhun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda-ng-Undjng Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Aps Undang-Undang Nomor 32 TaFun ZO0? tentang
Pemerintahan Daerah menJadi Unclang-Undang (Lembaran Negara Repulrlik Indonesii
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a5+e);

4. Peratumn Pemerintah Nomor 100l'ahun 2000 tentarrg Pengangkatan pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan SFuktural (Lembaran lrlegara Republik tndonesia Tahun iooo trt.lmor trj7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia llomor 4018); sebagaimana telah dir.rbah
dengan Peraturan Pemerintah' Nomor 13 Tahurr 2002 tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentnng. Pengangkatan 

-Pegawal 
Negeri Sipll Dalarn

Jabatan Struktural (Lembaran Negara ifefublik Indonesia Tahun ZoOZ Nornc,r 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia lilomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tenbng Satuan pollsi panrong prqJa
(Lembaran Negara Reputrlit: Indonesia Tahun 2004 Nornor 110, Tambalran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nonrc.r  ahel

Peraturan Perundang-
Nomor 53, lanrtrahan



-_-l

7.

Peratumn Pemerintah N'rmor 38'I'ahun 2007 terrtarrg Fernbagian urusan Fenrerintah antarPemerint'ah Daerah Provinsi, clan Pemerintahan oaerih ruurri.iun/Kol,a (Lembaran tileg;araRepublik Indonesia Tahttr 2007 Nomor 82, Tambahan L.embaran Negara tiepublikIndonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
70al .tentgng 

pedoman organjxrsr perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zod'z ruomor 89, 'l ambahran l_embaranNegara Nomor 4741);

, Dengan persetujuan Be,rsama

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT' DAEMI{ IKABU PATEI{ KEI UNCI
dan

BUPATI KERINI]'

Menetapkan:
ME$UTU9KA}|:

',r
PERATUR.AN DAE]IAI{ TENI'ANG ORGANISASI IEMBAGA TITKNI$ DATiRAII.I,, KECAI'IATAN DAN KELUARAHnN xarupATEN KERff{cr.

BAB I
KE'TENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daeralr ini yang rlimaksud dengan :

1. CJuberAur aclalah Gubcrnur Janrbi.
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3' Pemerintah Daerah adarah Femerintah Kabupaten Kerinci.4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. seketaris Daerah adarah sekretaris Daerah Kabupaterr Kerinci.
6' Perarrgkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalanr penyelenggaraanpernerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat iaerah, sekretariat DPRD, dinas dererah,lemfraga teknis daerah, keiamatan. Oan teturatriri
7 ' Lembaga Teknis Daerah acJalah rnerupakan unsur pendukung tugas kelpala cjaerah dalanrmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan t<eu6ar,.an aaeran-yan! uersl,G spesinr<.8' 

;:f#ffit:i%XilnPembansunan 
Daeralr nrerupakan unsur perencana penyerenggaraan

9' inspektorat Daerah merupakan unsur p€ngawas pe'yelenggaraan pemerintahan daerah.10' Kecamatan ntcntpaklrt wllt:yah kcrJa cunrat scbug.ri pcrarrgkaL daerah Kirtruptr[r:n.11' Kelurahan merupakan witayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten c1alamwilayah kerja Kecamatan.

L2' tJnit Pelaksana Teknis Badan irdalah ursur pclaksarr.r tugas l.cknis pada birdan13. Eselon adalah Ungkatan jabatatr strulctural.

BAB II
$I'SUNAN ORGANTSASI
, pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Lr:mbaqa Teknis Daerah, !(ecamatarr ,lanKelurahan Kabupaten Kennci, yan,3 terdiri dari:
a. Berbentuk Badan :

1. Baclan perencanaan pembangunan Daerah;
2. Badan Kesatuan Bangsa, poritik dan perrindungan Masyarakat;



b.

c.

d.

e.

f.

g.

3, Badan Ketahanan pangan;

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;5. Badan Pemberdayaan perempuan dan Keruarga Berencana; dan6. Badan Kepegawaian Daerah;

Inspektorat

Berbentuk Kantor :

1. Kantor Ungkungan Hidup;
2. Kantor Perpustakaan dan Dokumentasi;
3. Kantor Pelayanan periz{nan.

Satuan Polisi Pamong praja.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ketas C.

Kecamatan.

Kelurahan

Bagian Kesatu
Badan P,rlrsnfEoitan pembangunan Daerah

Pasal 3
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimarra dimalaucl dalam pasal z. huruf a angtia 1terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) biding, yaitu: 

- '
a. Sekretariat membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian program, Evaluasi clan pelaporarr; Can
3. SubbagianKeuangan.,

b. Bid. -rq Pengenrlxrrtqirrr Sistt:rrr Ft:Rlrcani.rarr, lnr)nrll;rwitlri:
t. Sul,ibidang Dokumen perencanaan; dan
2. Subbidang pengembangan perencanaan 

.

c. Eidang Ekonomi, membawahi :

1. Subbidang pertanian; dan
2' Subbidang Koperasi, U:;aha Kecil Mencngah, lrrdustrr, Prlrdac;ang;rn dan pariwisal.a.

d, Bidang Sosial Budaya, membawahi:
1, Subbidang pendidikan, Ke,:trdayaalr dan Tenaqa Kerja;
2. Subbidang pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan sosiar.

e. Bidang Fisik dan prasarana, mcmbawahi:
1.. Subbidang Ferhubungan, pengairan dan Energi sumber Daya Miner;rr; 6an2, subbidang pemukrman, Tata Ruang dan Lingr<r.rngan Hicrup.

f. Bidang penelitian dan pengembangan, membawahi:
1. Subbidang penelitian dan Stailstik; dan
2. Subbidang Monitoring, l-,errqencjalian dan Evoi,.r;r:;i.

g. B.idang Penanaman Modal, rnembawahi:
1. Subbidang promosi dan Informasi; dan
2. Subbidang pengembangan pengendalian.

I

I



, Bagian Kodua
Badan Kesatuan Bangsa, polltik dan

Perlindungan Ma*yarnkat
Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa, Foiitik dan Perlinclungan Masyarakat sebagalrnana t1imaksr.rd dal;rnr
Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri ctari l. (satu) sekretarlat dan 4 (ernpat) biJang, yattu:
a. Seketarlat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian progra'm, Evaluasi dan ptllaporan; clant 3. Subbagian Keuangan.

. 'D. Bidang Kesatuan Bangsa dan polltik, membawahl:
1. Subbidang Kesatuan Bangsa; dan
2. Subtrrdarrgpollttk.

- !_/

c. Bidang Hubungan Antar l_embaga dan pengkaJ;s11 Masalah Strategi Daerah, menrbawahi :1. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
2. Subbidang pengkajian Masalah Strategt Datrrah.

d. Bidang Ketahanan Bangsa dan Ketentraman, nrernbawarrr:
1. Subbidarrg Ketahanan Bangsa; dan
2. Subbidang Ketentraman.

e. BidangperlindunganMasyuraka!membawal.,i:

1. Subbiclang Ke:;l:rgatrr dalr pcrrarrggulurrga' lfuncarra;
2. Subbidang perlindungan Masyarakat.

Eaglarr Ketliga
Badan Ketahanan pangan

Pasal S

Badan Ketahanan Pangan sebagairnana dimaksud <Jalam Pasai 2 hunrf a anqka 3 terdiri
dari 1 (satu) sekeErriat dan 3 (tiga) bidang, yaitu:
a. Sekretariat" membawahl :

1. Subbagian Umunr dan Kepegawaian;
. 2. Subbaglan program, Evaluasi dan pelaporan; clan

. 3. Subbagian Keuangan

b. BirJang Ketersediaan dah Kerawanan pangan, rrernbawahi:
3 1. Subbidang Ketersediaan pangan; dan

2" Subbidang Kerawanan dan pemberdayaan pangan.

-. c. Bidang Dlstribusi dan Harga pangan, membawahl :

1. Subbidang Distribust pangan; dan
. Subbidang Harga pangan.

d. Bidang Konsumsidan Keamanan pangan, mernbawahi :

1. Subhriclang Konsumsi ctan penganekaragaman pangan;dan

2, Subbidang Keamanan Mutu pangan.



Ba da n pern b errra ya 
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Pasal 6
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksurl rlalanr pasal 2huruf a angka 4 terdiri oarit ,lsatu) sekeLriat dan 3 (tiga) bidffi; ft;.-"",r'ruwrr 

rJ

a. Sekretariag membawalrl :

1. Subbagian Unrum dan Kepegawaian;
2, Subbagian program, Evaluasi dan pelapor"an; clan3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang pemberdayaan Masyarakat, membawahi: l

1, Subbidang pengembangan sarana dan pras;arana pedesaan; dan2' subbidang pengembangan Konservasr dan Rehab'itasr Lingkungan.

c' Bidang sosiar Budaya dan usaha Ekonomrt4arygrakat, membawahi:1. Subbidang Sosial dan Budaya: dan
2. Subbidang pembangunan dan Usaha Ekonornl Masyarakat.

d. Bidang pemerintahan Desa dan Kelurahan, rnembavvahi;1' subbidang Kelenlbagaan Pemberdayaan Pemerintaharr Desa dan l(eh-rrahan; danZ. Subbidang Keuangan, Aset Desa dan Kelurahan.

Bagian Kelima
Badan pemberdayann Ferempuan dan Ketuarga Berencana

P"dul Pemberdavaal Pgrgqrl.ran dan *'d:T:r1,0,"u sebagaimana dirnar<suc1 derram paserr Zhuruf a angka 5 terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang, yaih.r:a. Sekretariat, membawahi : 
\ r /-'--"r"er!\J'

1. Subbagian.Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian program, Fvaluasi dan pelaporan; <1an3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang pemberdayaan perempuan, membawahi :1. Subbidang Kelembagaan pengarusutamaan Gen<ler; dan2' subbidang Peningkatan Kualitas Hiclup, Perlindungan perempuan dan Anak.
c. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :

1. Subbidang pelayanan Keluarga Berencana; clanz' Subbidang Peningkafan Partisipasi dan Perlindr.rngan Hak-hak procluksi.

d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
1. Subbidang pemberdayaan Ek,rnomi Keluarga.; dan2' subbidang Pengembangan Ketahanan Kelrarga dan Kualitas ungk.ungan Keluarga.

' Bagian Keerram
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal B
Baddn Kepegawaian Daerah sebagaimana dirnak;uri dalain pasal 2 huruf a angka 6 t:rdiridari 1 (saLu) sekretariat dan 4 1, m60 bidang, yaitu:
a. Seketariat, membawahi:

1. -subbagian Umum dan Kepogawaian;
2. $rbtraglan progranr, Evaluasi dan pc,apor-an; clan3. Subbagian Keuangan.



b.

c.

Bidang Pendataan dan Perigembangan, membawahl :

l. SubbltJarrg PclrtJoLrrarr l'egawat; rJirrr

2. Subbidang Pengernbang":n Karir dan Kesejahturaan Pegawai.

Bidnnq Pt'nr;nrllrllt, Kt:plrrr;k;tlirlr, Mrrll:,i (lurt Pr:tu;iurt, ilrerrrl)irw.:lri:
l. Subbidang Kepangkatan dan Mutasi; cl.rrr

2, Subbidang Pengadaan dan Pensiun.

l.!itJrlt rg l't:t t rbit r,r.rr r tl,tr r l,fll,i,llh r, r lrr:rr rl),rwol)l :

1. Subbidang Pcrrrblrraerrr clarr Pcr-yululrurr Disipl,rr; <Jarr

7. Subbiclanq Izin, Crrti, clan [:vahrasl Kirreri;r

Bldang Diklat, mernbawahi:
1. Subbidang Diklat Stnrktural; dan
2. Subbidang Diklat f:ung:;ional darr ]'cknis.

Baglan Kotujrrh

, Inspektoral;

Inspektorat sebaEaimana dimaksud dalam ?.:ltz nur", n teroii dart 1 (satu) sekretariar
dan 4 (enrpat) inspeklur Pembantu Wilayah, y.ritu:
a. Sekretariat, membawahi :

1, Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Evaluasi clan pelaporan;

3. Subbagiarr ArJrnirristrasi darr LJlrrurn.

b. Inspektur Fembantu Wilayah I, mernbawahi:
1. Seksi Pengawas Pemerirrtah Bidanq pembanri,,;ran;

2, Sel si Pengawas Perrrcritr[ah Bidang l,curerintalran; clarr

3. Sexsi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah II, memLrawahi:
1. Seksi Pengawas Pemerirrtah Bidanq Pembangr:nan;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerinta,han; clan
3. Scksi Pr'rrt.;l!vi)s; l)r:rrrt)r irrt.irlr 1)irl-rrrg Kt:nrl:;y,tr.rh,rt.lr.

d. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:
1. Scksi Pcnclawas Pcnrcrirrt.alt tlirlanq pcmbarrgrrrran;

2. Seksi Pengawas Pemerintah Bldang pemerinbahan; dan
3, Seksi Pengawas Pemerintah BicJang Kemasyarakatarr.

Inspektur Pembantu Wilayah lV, membawahi:
1. Seksi Pengawas Penrerintah Bidang penrbangunan;

2. Seksi Pengawas Pentt,rintah Bidan-c; Pemerintahan; tlan
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Baglan Kodelapan
Kantor Lingkungan Hidu;r

Pasal 1O

fantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksucJ dalam Pasal 2 huruf c angka 1 tercJiri
dari 1 (satu) Subbagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:
a. $ubtlaqian Tata Usaha;

b. Seksi Penrulihan Kualitas Lingkurrgan;

e.

e.



C. Sclcsi Pcngcmbangan Kupasit.us Lllrgkungtur; tJan

d. Seksl Pengendalian dan Evaluasi Lingkungarr;

Bagian Kesenlbllan
lGntor Perpustakaan, Aruip dan Dokumentasl

Kantor Perpustakaan Arstp clan Dokurn*rtlslTf;,lut,r,uuu rltrnaksurl dutanr pu:iat 2 trunrf c
angka 2 terdlrldarl t. (satu) subbtglan clan 3 (Uga) seksi, yaltu:

: a. Subbagian Tata Usaha;

b. Seksl Pembinaan dan pengembangan;

c. Seksi Perpustakaan; dan
' c!. Seksi Arsip dan Dokumentasi;

Bagian Kesr:puluh
Kantor pelayanan perizinan

{a1!or. Pelayanan Periztnan* setragaimanr :il:iJ; dalm pasal !- huruf c arrgka 3 terciiri
dari 1 (satu) subbagian dan 3 (tiga) seksl, yaitu:
a, Subbagian Tata Usaha;
b. Seksl Infor"nrasi dan pelayanan;

c. Seksi Penerbitan Perizinan; dan
d. Seksi Evaluasi dan pengendalian;

Bagian Kesebelas
Satuan Polisi Pamong praJa

Pasal 13
Satuan Polisi Panrong. Pnlja. sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri darl I (satu)
subbagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
c, Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
d. Seksi Penyidikan dan Pemeriksaaan;

_ Baglan Keduabelas
Rurnah Saklt Umurn Daerah

Pasal 14

" Rumah Sakit Umum Daerah sebagainrana dimaksud dalarn Pasal 2 huruf e terdiri clarl 1 (satu)
bagian dan 3 (tiga) bidang, yaitu:
a. Baglan Tata Usaha, memba,orahi :

_ 1. Subbagian Umum dan perlengkapan;

2. Subbagian Kepegawatan dan Diklat; dan
3. Subbagian Rekam Medik dan petaporan.

' b. Bidang Perawalan, membawahi :

1. Seksi Mutu Asuhan Keperawatan; dan
7. Seksi Mutu Sumber Daya Manusia & Logistik Keperawatan.

c. tlicl.lng l)clayarrarr, rrrcrrrbawalri :

1. Selsi Pelayanan Medis; dan
2. Seksi Pelayanan Non Mtxli:; dan F,enunlanq Medis.



d. Bldang Keuangan dan Anggaran, membawahi :

1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; dan
, 1. Seksl Perbendaharaan.

c, Komite Keperawalan.

f. Kornite lr4edik.

g. Satuan Pengawas Interen (SPI)

h. Instalasi.
:

i. Staf Medlk Fungsional.

Baglan Kecluabelas

Kecamatan

' Pasal 15
Kecanratan selngaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f terdiri dari l(satu) sekrertariat
dan 5 (lima) seksi, yaitu:

a. Sekretariat membawahi : (. /
1. Subbag Tata Usaha; dan

b, 2. Subbag Program, Evaluasi<lan Pelaporan.

r' b. Sel$i-seksi, terdirl dari:
1. Seksi Pemerintahan;
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. Seksi Ekonomi dan Pembanqunan;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial clan Penrberdayaan M,rsyarak;tt.

Baglan Ketigabelas
Kelurahan

Pasal 16
Xeluranan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 2 hurur' g, terdiri dari I (satu) seketariat
dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

a. Sekretariat;
b. Seksi U;rrunr;

. c. Selcl Pembangunan; dan

d. SeksiPen'",lrintahnn.

a

Eagian Keompatbolar
. Unlt Pelakrana Teknis Badan

Pasal 17
Untuk ntuttduhung tugus tukri:; boclurt, rJaplt rJlberrl.uk Urrlt lrcluksdrra lckrtls Uarclun (Ulllll) yang

. diatur dengan Peraturan BupaU.

Pasal 18

Strukfur Organisasi Lernbaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana terlampir
dalatn Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV merupakan bagian yang tirlak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

I



BAR III
KEDUDUKAN

Pasal 19

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur penclukung tugas Bupati berbentuk badan, kantor
dan rumah sakit umum daerah.

(2) Lembaga teknis daerah yang berberrtuk badan ctipinrpin oleh kep:rla badan, yang berbentuk
kantor dipimpin oleh kepala kantor, <lan rumah sakit urnum daerah dipimpin oleh direktur.

(3) Kepala dan direKur sebagaimana dimaksud pad;t ayat (2) berkedudul:an di bawah dan
bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18
(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Insl>ektur clan dalanr
melaksanakan tugasnya kre{anggung Jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis
administratif menda pat pembi raan dari Seketa ris l)aerah.

n Pasal 19

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat s€bagtri perangkat daerah Kabupaten.

(2) Kecamatan dipimpin oleh seoyang Camat yang bertarrglung jawab keprda Bupati melalul
Sekretarls Daerah.

Pasal 20
(1) Kelurahan adalah merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten

dalam wilayah kecamatan.

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dan bertangglung jawab kepada
*ou: melalui carnat'

BAB TV

TUGAS POKOK

Pasal 21
(1) lrernbaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rlan pelaksanaan

kcbijakan dacrah yang be*sifat spesifik.

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UP[B) mempunyai tugas melaKanakan sebaglan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penurrjang yang mempunyal wilayah kerja satu
atau beberapa Kecamatan.

(3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UffB) sebagaiman,r dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
seorang Kepala Unit Pelaksana 'l-eknis Badan yang berada di bawalr darr bertanggun?
jawab kepada Kepala Badan.

(4) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Badarr (UF fB) mengenai nomenklatur, Jurnlal'r
dan Jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peratr:run Bupati.

Pasal 22
(t) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahlon oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnalc;url pada ayat (t), Camat Juga
menyelenggarakan tugas unrum pemerintahan m,:liputi:
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana cJern fasilitas pelayanan umum;



r e. mengoordinasikan'penyelenggaraan kegiatart pemerintahan di tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau keluraharr; dan

" g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

'. Pasal23

Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusarl pomcrintahan, Jlcmbangunan dart

, 
nu*asyarakatarl.

Pasal 24

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah

- (RSUD), Klcamaban dan Kelurahan diatur lebih lanjut dertgan Peraturan Bupati.

BAB V

KETOMPOK .TABATAN FU NGSIONAL

. Pasal 25

. (1) Pada masing-maslng Perangkat Dae,'ah dapat ditt:tapkan Jabatan Fungsional berdasarkan

keahlian cjan spesialisasi y;rng dibutulrkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Z) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas r.relaldanakan sebagian turgas Pemerintah

,, Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhirn lrerdasarkan pcraturan pertrndang-u 
undangan.

- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dlatur dan

clitetapkan berclasarkan peraiuran perundang-und,rngan dan dipimpin oleh seorang tenaga

ungsional senior Yang ditunjuk.

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhatr dan beban kerJa.

(5) Kelompok jabatan fungsional bertanggungJawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berkooruinasi dengan unit kerJa dalam lingkungan

' Perangkat Daerah

BAB VI
ESELON DAN KOMPETENSI JABATANI

Pasol 26

Susunan eseion pada lembaga teknis daerah, kecamatalt dan kelurahan terdiri dari:

, a. Kepala badan, inspektur, merupakan jabatan struktural eselon IIb.

b. Kepala kantor, sekretaris pada badan dan inspektur pembantu pada inspek'torat daerah,
I direKur rumah sakit umum daerah kelas C, dan camat merupakan jabatan struktural

eselon IIIa.
c. Kepala bidang pada badan, kepala biclang pada runrah sakil. r"laerirlt darr scl<rc[rrls

kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

d. l(epala subbagian, kepala subbidang pacla badan, kepala seksi pada inspekLorat, kepala

sr:ksi lurrr;lr JukiL ullutn clacralr, kegrnla ttnit 1:r'lal<:;ana l,eknis traclan, kepala seksi pacla

kecamatan, dan lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa.

e. Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis badan, kepala subbagiern pada sekretaris

kecarrratan dalr kr:pala scksi pncla kclurahan lnrlntllal<;tt'l iabat;rn strrtklrtritl eselon Wb'

Pasal 27

. (I) pclgarrgkatan dan pcnib:rhcntian p$abar er'clon IIb dilakukarr ok:tt Bupati st:tel;rlt

dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur'

. (2) pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV dilakukan oleh Bupati

atas usul Sekretarls Daerah.
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(3) pengangkatan dan pemberh.n[an Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme

tlan-peraturan perttndang'undangan yarrg dihcrlaku'

(4) pengangkalan pegawai Negeri Sipil datam suatr.r jabatan berdasarkarl Pr:raturan Daerah lni
' : Cibfsanakan berdasilrkan 

-profesionalisme, 
sesuei dengan kompetensl, prcstasi kerja, dan

JenJang pangkat yang ditetapkan unhrk JabaUrn itu .serta sya,'at ohy'gld1f lalnnya tanpa
-m.im6O'afai jenti keiamln, suku, agama, ras.alau golongan, sesuai per-aturan perundang-

undangan.

. 
AAB VII.

TATA KEruA
Pasal 28

Oalam melaksanakan tugas Organisasi Lernbaga Teknis Daerah, Kecamatiln dan Kelurahan,

Kepala Lembaga 'Teknts Duel'ul1 SekrcLarls, Kepula Bld.rttg, Kcpallr Su-bbaglan, l(cAratla Sckil,
Kebala UPTB ian Kelompok Jabatan Fungsional waJib menerapkan prinsip-pdnsip koordinasi,

integrasi, slngkronisasi dan simplifikasi, baik di llngkungan unit kerjanya matlpun antar instansl

terkait lalnnya.

.I}AB VIII
PEI'IgIAYAAN

Pasal 29 ,r

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BABIX
. KETENTUAN PEF"AIJHAN

Pasal 3O

(1) Pejabat pada Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang telah menduduki

jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tebapr diberikan hak

kelxgawaian dan hak administrasi lalnnya sanrpal dengan dilaksanakannya Peraturan

Daerah ini.

(2) Pejabat Struktural eselon IIIa yanO ada pada Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan

sebelum Peraturan Daeran iri diundangkan dan d:lakanakan, apabila dinrutasikan menJadi

Kepala Bidang pada dinas/badan tetap diberikan hak kepegawalan darn hak ndmlnisLrasl

lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa walaupun organisaslnya rnenjadi eselon IIIb
dan jabatan eselon IIIb efektif diberlakukan bagi pe'iabat yang bartt diprotnosil<an

ar:gku jabatan setelah Peraturan Daerah ini tliundarrgkan dan dilaksanakarr.

Pasal 31,

Pelaksanaan penataan Organisasi Lembaga Tekni:; Daerah, Kecamatan dan Keli;rahan

KabLrpaten_ Kerincl dilakukan paling lambat tanggal 02 Januarl 2009.

,.rn*:2pdutrunu penyutuhan darr temlraga lainnya

sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai bagian

dari pgrangkat daerah.

(2) Pembentukan Badan Penyuluh Peftanian sebagaimana dimaksud pada ayat (t)
mengakibbtkan berallhnya kewenangan, tugas, fungsi dan tanggtrng jawab bidang
penyuluhan dari perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada

Badan Pelaksana Penyuluhan.
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BAB X
'KETENTUAN PETIUTUP

Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini cn\':ai berlai<u, maka Peraturan Daerah Nonror 2 Tahun 2004
ler.rbng_,Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kennci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nornor 1) dicabut Jan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Daerah.ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap grang mengetahuinya dan menrerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai penuh
pada tanggal 14 April 2008

BUPATI KERINCI,

clto
I{. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 21 April 2008

DAERAH KERINCI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN2OOS NOMORS

L2



KELOHPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUI.JAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

SEKRET,A.RIAT

SUBBAG i

PROGfuIM,EVALUASIDAN I

LAMPiR,AN I : PERATURAN DAERAH T3SUPATEN KERINCI
NOTtoR 5 TAHUN }JO8
TA,\GGAL l.t .APRIL ?u118

PEI-APORAN

BIOANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

SUBBIDANG
PENE UTldr'l DAN STATISTIK

SUBBIDANG PENDIDIiGN,
KESUDAYA{I.I DAN

TENAGA K|RJA

suBs!D.AltG
PEMERINTA}I,AT,I,
KESEHATAN DAN

KESEJA}ITERAAN

BIDANG
FISIK DAN PRASARAM

SUBBIDANG
PERHUBUNGAN,

PENGAIMN DA.N ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL

I uoNrionruc ')
I PENGENDALIAN DAN II EVALUAST I

ri ."u*r,oouo I

SUBBIDANG
PROMOSIDAN INFORMAS|,

SUBBTDANG
PENGEMBANGAN OAiI

PENGENDALIAN

BUPATI KERINCI,

dto

lt. FAUZ SfiN

BIDANG
EKONOMi

SIDANG
PENGEMBANGAN

SISTEIJ PERENCANAAN

SUBAIOANG
PENGEMBANGAN
PERENCAHAAN

SUBBiDANG
PERTA,{IAN

BIDANG
PENANAMAN MOOAL

gUBBIDANG

PEMUKIMAN, TATA RUANG
DAN L}NGKUNGAN HIDUP



l*AMPlRAll lll : PETTATURAN DAERAH I(ABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2OO8

TANGCAL 14 APRII- 2OOB

t,

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PAITGAN KABUtr'ATEN KERINCI

1^-n

SUBBAG
KEUANGAN

SIJBBIDANG
KETEI]SEDIAAN

PANGAN

S(,lBBIT]ANG
utstllr$utir [,ANGAN

SUBBIDANG
HARGA PANGAN

*:Im
BUFATI KERINCI,

dto

l-1" FAUZT SilN



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPAI.EN KERINOI
NOMOR 5 TAHIJN 2OOI}
TANGGAL 14 APRIL zC$B

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DE$.A KABUPATEN KERINCI

EJ

SUBBIDANG
PENGEMBANGAN

SARANA & PRASARANA
PEPESAAN

SUBBIDANG
PENGEMBANGAN
KONSERVASI DAN

REFIABILITASI
LINGKUNGAN

SEKRETARIAT

_*l
SUBBAG

UMUM DAN
KEPEGAWAIAI.{

BIDANG
SOSIAL BUDAYA DAN

USAHA EI(ONOMI
tl,ASYATTAM'T

. SUBBIOANG
SOSIAL DAN BUOAYA

PEMBANGL'NAN & IJSAHA
EKONOMI MASYAPAKAT

KF.LEMB/\GMN.
PEMI]ERDAyAAI.I

PEME'IINTP.I-I,AN DESA
DAN 1.:EI.UR/f\I.IAN

BUPATI KERINCI,

dto

H., FAUZ|SUN



!+,j

*e
b,

i

LAMPIMNV:PERATURANDAERAhIK,ABUPATENKERINCI
NOMOR 5 TAHUN 2OO8

TANGGAL 14 APRIL 2006

STRU KTU R ORGAN ISAS I BADAN PETIII BERDAY/{AN PEREM F}U AN

DANKELuARGABERENCANAKABUPATENKERINGI

---;ffi;;*_ I
PENGF.MBANGAN I

KET/\HA'..IAN KELUARGA I
DAN I(UALITAS I

:5^',y:^.:^'*j

**_*L-IF*:
BUPAI'lKERINCI,

dtc'

H. FI,U21 SllN

SUBBIDANG
PENINGKATAN KUALIT
I'IIOI.JP, PERI,INDTJNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

SUBBIoAIIG
PENINGKA'IAN

PARTISIPA6: DAN
PCRL.IND(JNOA^'| ]lnK"'

HAK PRODT'KSI



?"

la

{'

L,\MFIMN VI : PERATURAN DAERAI{ KABIJPATEN KERINOI
NOMOll g rAl tr-rN 2000
TANGGAL 14 APRIL 2OO8

IBUP,A.TI KERINCI,

dto

H. FAIJTJ SIIil

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAEFIA.H KABUPATHN I(ERIhICI

BIDAI.IG
PEMBINAAN DAN

OISIPLIN

SUBBIDANG
PEMBINAAN DAN

PENYULUIIAN NISIF'LIN

BIOANG
PENDATAAN DAN
PENGEMBANGAN

BIDANG
PENGAD/\AN,

KEPANGI(ATAN, MUT
DAI.I PENSIUN

SUBBIDANG
KEPANGI(ATAN DAN

MUTASI

SUBBIDANG
PENCaAD/ov\N DAN

PENSIUN



UqMPIRAN VII : PERATURAN D/\[RAH I(AIJUPATSN KERINCI
NOMOR 5 rAl.UN 2008
l.nNe)(.lnl. l4 nt,t1n. i(rurt

STRI..IKTUR ORGA}IISASI
INSPEKTOMT KABUPATEN KER.INCI

SUBBAG
EVALUASI DAN

PELAf!ORAH

SEKSI
PENGAWAS

PEMERIN]AH EIOANG
KEI4ASYARAT.ATAN

U.P.T.B

BUPATII(ERINCI,

diD

H. FAUz.I SUH

INSPEKTOR.AT

SEKSI
PENGAWAS

PEMERINTAH SIDANG
KEIiIASYARAKATAN

SEKSI
PENGAWAS

PEMERINTAH BIDANG
KEI.TASYARAKATAN



LAMPTRAN Vill :pERATURAN DrrERAl{ I(ABUPATEN KERrNcr
NOMOR 5 'TAHUN 

2OOB
ANGGAL 14 APRIL 2OO8

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN I(ERINCI

SL'13t3AGIAN
TATA USAI"IA

SEKSI
PENGEM6ANGAN

KAPASITAS LI'!GKUNGAN

('

BUPATI KERINCI,

clto

H. FAIJZI SIIN

SEKSI
PEMULIHAN KUALITAS

LINGKUNGAN



LAMPIRAN IX PEMTURAN DAERAH KAFUPATEN KERINCI
NoMofl 5 rAr.tuN ?008
TANGGAL 14 APRIL 2OOB

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, AR.SIP DAN DOKUNflEhITASI

KABUPATEN KERINCI

SIJTSbAGIAN
]ATA USAI.{A

BUPATI }GRINCI,

dto

H. FAUZI $IIN

SEKSI
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN



!:. .

LAMFIRAN XI\l : PEIIAI.UI.IAN IJAII{AI.I KABUPATEN KERINcI
NOMOR 5 TAHUN 2OOB

T'ANGGAL 14 APRIL 2CIO8

STRUKTU'R ORGANI A$l
KELURAHAN K.ABUPAT EH KERINCI

\
l-EI0-irt',0K- "l
JABI.-3N I

$EKRETARI/'rT

Si[:K{il
lJEMI'ANGI'I'IAN

BUFATI KE}?INCI,

dto

H. FAUZISIIN



.'.:

LAMI'IRAN XI I^'l:II/I,'I'I.JI1AN D/\EI:IAFI KABUT'A IIN KEftINCI
NoMOt't 5 t'Ailt,N 2()08
t.nN(iGAl. 14 ,qt:,til[ ?00tr

,a

STRU K U R OITGI,hII$A$I
$ATUAN POLISI PAMOhIG PRAJA KAFI.JPATEN KERINCI

KANTOR

SEKSI
OPERAST DAN I

PENGENDALI,\N. 
]

SEKSI
PE:NYIDIKAN DAhl

PEMERII(SMN

I3UPATI I(ERINCI,

dto

H, FAUZI SIIN



I nMt)tntJ x' I:t, lln lti'Ar,t t)nl,.l1At I Kn f ltJ,,n t'\J l{l t{r'(ilNC)MoR {i TAHUN 2OOB'r,I\NGGAL 14 API1IL 2OOB

$TRUKTUR OITGANIIJASI
RUMAH $AKl r U!,,llJM DAER/rH KABUppTng KEptNCt

[---- -*L -
ll BAG|^
II TATA US
ll"--.

r________:-_l:
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I- r.,,;; iJ
L::::::1"-1 i

i

BUPATI KERTI{CI,

rttc.r

ll, FAtrZl SIt,t

t!
BIDANG

PELAYANA

*t*=E*_J

SEKSI

'ELAYANAN ME

sHK{it
P[iI-AYANAN Nt
;Dll3 & PENUN.J

MEDIS

r** -"- - "I r"---*-:-'
triJe:d%*e

I ll BTDANG

I ll PERA\//ATAN

I lL___*_=:B
ltt*lr*I I s[risjr
I I MUTU ASUTTAN

I I KEPERAWATAN

t_--
II r"'I I ;il;;--l
I I TJ|UTU SIJM A LOCTST rr I

I I KEPERAWA.TAN 
I

is------J
I

t_.__._._.""_

l-""'",--"-"-"'-l----l *,ru,,',,."1 
I

I M[ DtK I I Kr.r-
, . .__*__l t._.__._

:l
,*l
::l

MErllL:
tl
ILJ;,

[:

,.,r",,,' 
Ilya.l'l

iHK{it
ANAN NUN
PENUNJANG
EDIS

::J

l;n I (J.\N
l'1.;ll(.i/\VVn l,

lNtI tit:N (i;l,t)



LAMITIAN {ltl :PERAl L,RAN DAEt{/\f I t(ABUpAl't:N KER|NCI
NOMOR 5 TAIJUN 2OO8
TANGGAL 14 APRIT. 2OOB

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN KERINCI

:_:::1_
SEKSII SEKSi---*-l

I rrsrrnHrERAAN I

I sosrel onru I

I pt,MaFnDAYAAN 
I

l_ r,,rnsvnnaxAl-_l

E}IJPATI KE'TINcI,

dto

H t:AUZt $ilN t)

--it..
\dt r
i {1.

lJ+

\-'\

SEKSI
PEMERINTAHAN

SEKSI
KEI-ENTIIAMI\N DAN

KETERTIBAN



LAMPIRAN XI'./ : PERAI.URAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 5 'TAHUN 

2OOB

TANGGAL 14 APRIL ?OO8
t

$TRUKTUR ORGA},IISASI
}(ELURAHAN KABUPATEN KERINCI

SHKRE:TARIAT

SEKSI
PEMP,ANGUNAN

BUPATI KERIhICI,

dto

Ft. FAtJT-l SillN

T
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k

ffi
ffi\
ffi
qF"

i-ol['rD-r,-'l
.IABATAN

FUNGSIONAL

.5EKSI
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